SALINAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi
sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi nuklir, telah dibentuk Politeknik Teknologi
Nuklir Indonesia;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap
pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya terhadap
beberapa jabatan yang terdapat pada Politeknik
Teknologi Nuklir Indonesia perlu mengubah Peraturan
Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi
Nuklir Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang

Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi



Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1210);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG



ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK TEKNOLOGI
NUKLIR INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi

Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1210) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 49

Direktur dan Wakil Direktur Poltek Nuklir merupakan
pejabat fungsional dosen yang diberikan tugas
tambahan dan merupakan jabatan noneselon.

Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setara
dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau
setingkat eselon Il.a.

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setara
dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau

setingkat eselon II.b.

2. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 51
Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPT
bukan merupakan jabatan struktural.
Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak
keuangan dan fasilitas lainnya setara dengan jabatan

Administrator atau setingkat Illa.



Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 424

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

% TT ELEKTRONIK

BRIN

Mila Kencana

Dokumen ini ditandatangani secara
elektronik menggunakan sertifikat dari
BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada
dokumen elektronik yang dapat diunduh
dengan melakukan scan QR Code
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